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A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai
perbuatan pidana adalah dengan mencantumkan perbuatan-perbuatan
pidana dalam satu bab tersendiri yakni Bab XX tentang Ketentuan
Pidana. Penentuan akan adanya suatu tindak pidana yang ada di

dalam Undangundang NTBZEWMtang Lalu Lintas dan

AngkutanJalan tersebut di atas sejalan dengan pendapat Simons
yang _menjelaskan straafgape}ilns@%] SlQl;ﬁin(Lak@ Wlanggar
hukum, “Karena pembuat telah melanggar suatu larangan atau
keharusan dari pembentuk undang undang.?

Perumusan pelanggaran batas kecepatan dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
yang dapat diklasifikasikan atau digunakan untuk menjangkau delik
tersebut adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 287 ayat (5)

yang diatur dalam Bab XX tentang Ketentuan Pidana. Dimasukkannya

! PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2011, hal. 185. Simons berpandangan bahwa tindak pidana dipandang ada apabila suatu
perbuatan sudah sesuai dengan isi rumusan undang-undang. Dari pendapat tersebut maka suatu
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana apabila telah menyalahi dan bertentangan dengan
rumusan undang-undang atau dengan kata lain tindak pidana identik dengan melawan undang-
undang atau hukum tertulis.



pelanggaran batas kecepatan dalam kelompok tindak pidana tersebut
karena pelanggaran batas kecepatan dapat dinilai membahayakan
pengemudi kendaraan bermotor maupun pengguna jalan yang lain.
Kecepatan kendaraan bermotor yang melebihi aturan yang telah
disesuaikan oleh rambu-rambu batas kecepatan dapat menimbulkan
kecelakaan lalu lintas.?

Adapun ketentuan Pasal 287 ayat (5) selengkapnya berbunyi
sebagai berikut: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling
tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106

ayat (4) huruf g atau PIiBiS-hAMjana dengan pidana

kurdRganpalingadama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak
Rp500.000,00 (lima ratus%u(:u i @O| O-F LaW
[dealnya peraturan hukum dan undang-undang yang
mengancamkan sanksi terhadap berbagai jenis kejahatan maupun
pelanggaran, seyogianya dilakukan sosialisasi yang maksimal di dalam
masyarakat, sehingga baik kehadirannya maupun isi aturannya
diketahui oleh sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Artinya bahwa
sosialisasi undang-undang merupakan proses dalam penegakan
hukum, karena bertujuan: agar warga masyarakat dapat mengetahui
kehadiran suatu undang atau peraturan; agar warga masyarakat dapat

mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan; serta agar warga

2 Faal, M. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian). Pradnya
Paramita. Jakarta. 2009, him. 29
% lbid., him. 31



masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku)
dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan
hukum tersebut.

Menyadari pentingnya menanggulangi pelanggaran lalu lintas
tersebut, maka perlu dihadirkan regulasi yang diwujudkan dalam
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan khususnya termuat dalam Pasal 287 ayat (5) terkait
pelanggaran aturan batas kecepatan, yang selengkapnya berbunyi:
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang
melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah

sebagaimana dimaksud cIaIPElIA Mﬂ) huruf g atau Pasal

115 huruf.a-dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
hulan_atau_denda palinSbQQQpSLO.Q ,00 Lhr@ \é{us ribu
rupiah).”

Ditinjau dari segi materi ataupun pelaksanaannya Pasal 287 ayat
5 Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan menghendaki “penegakan hukum” terhadap pelanggar
aturan batas kecepatan atau dengan kata lain pengendara kendaraan
bermotor harus memacu kecepatan kendaraannya sesuai aturan batas
kecepatan yang ditentukan, apabila melanggar aturan batas kecepatan

maka tegas dalam pasal tersebut dikenai sanksi pidana. Pengaturan

dan penerapan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun

4 Achamad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012, him.144.



2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang diperlukan.®> Hal
ini ditegaskan pada bagian penjelasan umum undang-undang tersebut,
yakni bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana
kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap
pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi
pidana yang jauh lebih berat. Penjelasan undang- undang ini jelas
dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku
pelanggaran.®

Kebijakan hukum pidana digunakan untuk mengekspresikan apa
yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang

dicita-citakan.” Untuk selinB/teﬂ M hukum pidana yang

melekat . sanksipidana dan diimplementasikan dalam bentuk
penegakan _hukum oIehSpgahQQaL Qﬁn Ler@dw aturan
tersebut” dalam hal ini pelanggaran aturan batas kecepatan.®
Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian
skripsi ini adalah : “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR
BATAS KECEPATAN BERKENDARA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN”.

5> Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya Penerbit
Rineka Cipta. Jakarta. 2009, him. 72

6 1bid., him. 73

" Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru,
1993, him. 20.

8 Putri, A. Disiplin Berlalu Lintas Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor Ditinjau Dari
Motivasi Keselamatan Diri dan Jenis Kelamin. Jurnal Phronesia,. 2 (6), 33- 45. 2011, him. 27



B. Rumusan Masalah
Adapaun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam
skripsi ini adalah :
1. Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelanggar
lalu lintas khususnya pelanggaran batas kecepatan berkendara ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas

khususnya pelanggaran batas kecepatan berkendara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui IiBreIEaﬁMng penerapan sanksi

hukumpidana terhadap pelanggar lalu lintas khususnya
pelanggaran batas gegﬁm Qr@nldarg);\f |— a W
2. Untuk” mengetahui dan memahami tentang penegakan hukum
terhadap pelanggar lalu lintas khususnya pelanggaran batas
kecepatan berkendaraan
Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa
bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan
wawasan penulis dalam memahami tentang penerapan sanksi
hukum pidana terhadap pelanggar lalu lintas khususnya pelanggaran
batas kecepatan berkendaraan dan implementasi Penegakan Hukum
terhadap pelanggar lalu lintas khususnya pelanggaran batas

kecepatan berkendaraan



D. Landasan Teori
1. Teori Penegakan Hukum
Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman,
seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga
elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:®
1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)
Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya

Penegakan hukum berIanlfﬂ(Memen di atas.

RertamasSubstansi Hukum:

Dalam teori i\gétgqul Ferfan Lh@ Mi\/disebut
sebagal sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya
hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang
dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang
mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang
mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan
hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books).

Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law System

® Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif 1lmu Sosial, The Legal System:
A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, 2009, him 16. Diterjemahkan dalam buku
Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Russel Soge
Foundation, New York



atau sistem Eropa Continental (meski sebagaian peraturan
perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem
atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan
yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis
bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum
di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas
Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada
suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan
yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan
dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah

mendapatkan pengiuBrt AﬂMraturan perundang-

undangan.'©
Yang Kedua : Strukturajmrgag }Luk(;)n-F La W

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut
sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya
hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan
UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan
lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat

19 1bid., him. 18



mundus”meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.
Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat
penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.
Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila
tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka
keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat
penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan
sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas
aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama,

ekonomi, proses reLi@rI_yeAtMransparan dan lain

sebagailyas-.Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak
bukum_memainkan pgapgjgw@gqjlaprﬁmilhg@wwkum.
Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah
maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya
buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan
munculnya masalah masih terbuka.!
Yang Ketiga: Budaya Hukum:

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman (2001:8)
adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-
kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum

adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang

1 1bid., him. 21



menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau
disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran
hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat
maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah
pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara
sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan
antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti
pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi
adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan

kultur hukum adalah lijI-atﬂana yang memutuskan

untukmenghidupkan dan mematikan mesm itu serta memutuskan
bagaimana mesin itu o&n@xm O O O F

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori
Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur
proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari
struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan
lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi
hukum ini menentukan kokoh nya struktur hukum. Walau demikian,
tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur,
tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.
Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang

dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik,
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khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai
contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan
menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam
jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini
masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam
menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M.
Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal
hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas
paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem
hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi,

penegakan dan perldB E#Mem hukum meliputi

substansizestiuktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat

berpengaruh terhadapSertasQn@jl se,(gji hLm@W

. Teori Efektifitas Hukum
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah
sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)
sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.'®
Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia

diperankan untuk memantau.**

12 1pid., him. 22
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 2002, him. 284.
14 |pid. 23
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Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia”
disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas
sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat
yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang
efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang
hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya
efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian
tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya
sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam
sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social

control yaitu upaya UIUB'(tujlﬁ]MSi seimbang di dalam

masyarakatyang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi
antara_stabilitas dan Lﬁ;a@nQi G%\ILmOrﬁsyLm@t.\/é/elain itu
hukum Jjuga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social
engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan
dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola
pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke
dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi
hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum
berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari
hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh

mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi
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sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum
yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun
dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih
dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena
seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada
kepentingannya.®®

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa
kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat
compliance, identification, internalization.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum

secara umum antara |Z'I'B L A M

a-Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan
hukum_dari orang-%rg Qr@ QrLjaQtErgelt—errv hukum
secara umum itu.

b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga
mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum

itu.
d. Jika hukum vyang dimaksud adalah perundang-undangan,
maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan

bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang

15 Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit
Kencana. 2009, him. 375.

16 1bid, him. 376.
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(prohibitur) lebih  mudah dilaksanakan ketimbang hukum
yang bersifat mengharuskan (mandatur).

e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus
dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar
tersebut.

f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum
harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika
terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah
memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan

diancamkan sanksI Brtg AMang konkret, dapat

dilihatdiamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses
dalam__setiap tahaﬁnQprQd@J\, Qrfy;dillﬁn,ametutan,
dan penghukuman).

h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud
larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan
hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut
oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan
tersebut.

i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum,
juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat

penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.



14

j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga
mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang
minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S.
Mumnresyang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan
ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan kataatan
terhadap aturan hukum tertentu saja.

Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat
dilakukan terhadap keduanya :%’

a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-

faktor apa yang mei;BaEirA M

b..Bagaimana,ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan

faktor-fakior apa yaﬁn@nhl@a@hlnyg -F |— a W

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-

undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu
perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor,
antara lain :18
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan

didalam masyarakatnya.

7 1bid, him. 376
18 1bid, him. 378.
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d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang
tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan
instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai
sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas
buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor
yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan
adalah profesional dan optimal pelaksanaaan peran, wewenang
dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan
tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam

penegakan perundaniuB’uE ﬁbM

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur
efekiivitas dalam penegkg'i k@n@;\ alQa hal Iyal@w
a. Faktor Hukum
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan
kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di
lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian
hukum dan keadilan. Kepastian Hukum  sifatnya konkret
berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga

ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara

penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan

1 1bid., him. 379
20 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta.
Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. 2007, him. 5
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itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan
mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.
Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum
tertulis saja.?!
b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian
petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau
peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada
masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan
masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau

penegak hukum, arineuhnﬁer dengan tingkah laku

Ayata..petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam
melaksanakan We\ﬁuggbaqgl} thﬁ ;Jers@alyrv karena
sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang
atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan
wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang
rendah dari aparat penegak hukum tersebut.??
c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup
perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono
Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja

dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan

2L 1bid, him. 8
22 1bid, him. 21
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alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana
atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam
penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut,
tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan ng
seharusnya dengan peranan yang aktual.??
d. Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan
untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga
masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai
kesadaran hukum.

Persoalan iaBirIEIAMf kepatuhan hukum,

yaitokepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.
Adanya _derajat kep&l@nhu@ asQ;iat fer@dyé/hukum,
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan.
e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan
konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap
baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga
dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau

mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula

2 1bid, him. 37
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hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh
golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai
kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-
undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang
menjadi dasar  dari hukum adat, agar hukum
perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.?*
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya,
karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai
tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor
penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri

merupakan titik senterrB}-ErﬁMn oleh baik undang-

undanghyasdisisun oleh penegak hukum, penerapannya pun
dilaksanakan_oleh p&&%h@:@ LanOp nngakQ Wkumnya

sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.?®

E. Metode Penelitian
Metode adalah merupakan suatu prosedur atau cara
mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.?®
Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode

penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum normatif merupakan

2 1bid., him. 40
% |ffa Rohmah. 2016. Penegakkan Hukum. http://pustakakaryaifa.blogspot.com. Diakses :
tanggal 8 Januari 2019

% peter R. Senn dalam Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2003, him 46
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penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.?’” Langkah-
langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:
1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu suatu
metode yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara
menyeluruh dan sistematis mengenai kebijakan hukum pidana
dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggar lalu lintas.
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang

menggunakan sumberﬂEﬁMder, yaitu peraturan

perunRdangsundangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat
para_sarjana hukumirmg)gl kQ]ﬁiarLdﬁmél{iyis serta
menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan
untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.?®

Metode  pendekatan ini  digunakan  mengingat
permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-
undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan
yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma,

kaidah, asas, atau dogma-dogma.

27 Ronny Hanitijo Sumitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, him
24
28 |bid, him 11.
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Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika
keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah
yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan
kepustakaan yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis
dengan memberikan kesimpulan.?®

3. Tahap Penelitian
Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut:
a. Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai
peraturan  perundang-undangan  atau literatur  yang
berhubungan dengan pemasalahan penelitan  guna

mendapatkan bahIrBt A M

1).Bahan.Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai
Kekuatan menﬁa@l&e@r@ia QSE rrlﬂu@ryéératuran
perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini,
yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang berkenaan dengan permasalahan
yang dibahas.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang

2Jhony lbrahim, Theori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyu Media,
Malang, 2006, him. 57
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terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang
berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya
melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus
hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar
bahasa Inggris.*°

b. Pengamatan lapangan, yaitu mengadakan pengamatan
kelapangan untuk mendapatkan keterangan-keterangan
tentang kebijakan hukum pidana dalam menerapkan sanksi
terhadap pelanggar lalu lintas, berdasarkan undang-undang

yang berlaku dibaIdBai_deA Maan dilapangan.

4 Jeknik.RPenagumpulan Data
Penelitian ﬁ Qatli@li@vjen@nﬁ dJ,na @Myder dan
data primer. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang
dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi
kepustakaan (Library Research) dan studi lapangan (field
research).
a. Studi Pustaka
1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang
berkaitan dengan penggabungan, peleburan dan

pengambilalihan saham perusahaan.3!

30 Al Wasilah, Chaedar. A. Pokoknya Kualitatif : Dasar-dasar Merancang dan Melakukan
Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 2002, him. 17

31 Creswell, John W. Desain Penelitian Pendekataan Kualitatif dan Kuantitatif. Alih
Bahasa Nurkhabibah dkk. Jakarta : KIK press, 2002, him. 51



22

2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data
yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier.

3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan
telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan
sistematis.

b. Studi Lapangan
Selain dengan menggunakan studi kepustakaan,
dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data
lapangan untuk memperoleh bahan primer sebagai

pendukung dat1 BFE ALMengan cara mencari

mmmmmdaiagdilokasi penSelltlan |_
w chool of Law

T Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses

penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala

gejala tertentu.3?

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk

mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki

peraturan perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih,

serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum

tertulis maupun hukum tidak tertulis.

32 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 2002,
him 37.
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Analisa diawali dengan kegiatan penelitian dan
penelaahan tentang pengertian tentang pelanggaran lalu lintas,
dilanjutkan  dengan penggabungan, peleburan dan
pengambilalihan saham perusahaan serta bagaimana
pengaturannya di Indonesia, termasuk menganalisa kasus
berdasarkan pada bahanbahan kepustakaan yang ada.
Kegiatan ini diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam
menganalisa permasalahan yang diajukan, menafsirkannya dan
kemudian menarik kesimpulan. Data sekunder dan data primer

dianalisis dengan metode yuridis kualitatif yaitu dengan

diperoleh berupa Iiﬂik_unAtha primer dikaji dan

mra sistematis, lengkap dan komprehensif kemudian

Wengaﬁp@a u Q Qelun@ulj—urllda@avv secara

Matif, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.33

3 Koentjaraningrat dkk. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia, 1994,

him. 112



